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Ihsi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari
Klungkung, Meyer V Simanjuntak
membaca berkas tebal di atas meja

kerjanya, Senin (2612).
Ia tampak

seriu s

mengamati berkas yang merupal<an
berita acara pemeriksaan saksi-
saksi terkait kasus yang sedang
didalami oleh pihak Kejari Klung-
kung.

Setelah menunggu beberapa bu-
lan, Kejari Klungkung akhirnya
menerima surat balasan dari Ba-
dan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPI(P). Hasilnya,
ditemukan unsur kerugian negara
terhadap beberapa kegiatan realisa-
si APBDeS di Desa Satra, Kecamat-
an Klungkung tahun 2015.

"Kami terus dalami kasus ini de-
ngan meminta keterangan saksi-
saksi, termasuk aparat desa dan

ke lapangan," kata Meyer V Siman-
juntak, Senin (2612).

Sejak kasus bergulir, Kejari telah
memeriksa 30 saksi untuk mendu-
kung pembuktian dugaan penye-
lewengan realisasi APBDes Satra
tahun 2015. Hasil audit dari BPKP
turun akhir tahun 2017, dan dite-
mukan unsur kerugian negara.

"Kebetulan hasil BPKP turun
akhir lahun 2Ol7 dan kasusnya
dilanjutkan tahun 2018 ini karena
memang ditemukan adanya unsur
kerugian negara. Tapi belum saya
bisa sampaikan sekarang berapa
unsur kerugian negara dari kasus
itu karena kita belum tetapkan ter-
sangka." jelas Meyer.

Ia tidak menampik ihwal kemung-
kinan ada lebih dari satu tersang-
ka dalam perkara tersebut. Meyer

membeberkan, dugaan keru$an

perbekel sebagai saksi.
Termasuk beberapa kali

melakukan penge-
cekan

negara dalam kasus
tersebut diawali

dari te-
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membac{bs(as_saat ditemui di ruangannya, Senin (26/2).
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oKaj;ri Klungkung menerima surat Kaleng

o tsinya menyoroti kinerja Perbekel Desa Satra'

o Keiari melakukan penyelidikan dengan mengum-

pult tn bukti dan keterangan saksi 
^-

Ni Made Ratnadi

dengan BPKP mencarl unsur

kerugian negara

ada unsur kerugian

negara
I

GUNA mendalaml kasus ini' Ke-

ilii'rrungt ,ng berkoordinasi de'

''iE"n unii pioJna dari universitas

UZ"v"nu. Hal ini untuk meleng-

;;;i;i"i bukti sebelum Kejari

-Jt"i"ox". tersangka dalam ka-

lut t"tt"nut' "Kami sudah bersu-

iJt-x" unuo, dan menunggu ba-

lasannya' Kami berkoordtnast

O"nEn ahli Pidana dari Unud un-

itix iiereneraPi alat buKi"' kata
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muan kejaksaan karena adanYa

dugaan mark uP atau Penggelem-
Uungan an€€iaran terhadaP bebe-

rapikegiatan Pembangunan fisik

realisasi APBDes Satra.
"Ada du$aan mark uP dibebera-

pa keqiatan. salah satunYa Pemba-

ttsu.;tt balai desa. Ada Puluhan
kEeiatan realisasi di tahun 2015 di

deL setempat yang kami teliti' Rin-

cinva belum bisa kami samPaikan'

t"t.tt" Proses PenYidikan masih

berlanJui. Tapi kami Unggal ttti "i
"o"-"i"p" 

yang bertanggung jawab

dalam kasus ini." kata MaYer' -
Sementara itu' Perbekel Desa

Satra, Ni Made Ratnadi menga-

1"t"", Permasalahan tersebut

""auft'"if.""i 
di tahun 2017' "In-

Itil*' a"n" Yang diPeruntukan
,rtti"t. a."u iiu diPergunakan se-

.""i1 "i"" 
yangbeilaku' Tidak

li* ai"ir"i masYarakat' karena

l-t."v"i"r.ut kan belum tentu

tahu aturan"'ujarnya'--Dug.aan 
kasus PenYelewengan

t.iti"u"i APBDes Satra bermu-

la dari surat kaleng
'\ yang diterima Keja-

ri Klungkung tahun

2016' Surat tersebut

menYoroti kinerja
Perbekel Desa Satra'

Ni Made Ratnadi Yang

dinilai kurang trans-

Paran dalam menge-

iola keuangan desa

tahun 2015' Ratnaot

membantah seluruh

Uduhan Yang tercan-

tum di surat kaleng

tPrsebut' [mit)

la Dun tidak menampik' Penge-

tot""i RPgo"t saat itu rentan-oe-

riEan penYetewengan karena sls-

i"T"J" niasin manual' Setelah

i"nri zotz' dibuatlah sistem ke-

"?n?un 
o"t" oleh kementerian

llningsa ienin ketat sebagai ben-

iux aniisiPasi Penyelewenga n

"].'rEE"tun 
O"."' "Saat ini sistem-

"r5"*Jtn 
elektronik untuk meng-

"iii.ip".i 
penyelewengan peng- 
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clnnrr'trr--rejari rmgkung berkoordtnasi

ffi
. li3il" terjadi markup oatam beberapa kegiatan

pemblngunan fisik
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